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ABSTRAK

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana
mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di kepolisian, kedudukan
Peraturan Polri sebagai dasar hukum penggunaan keadilan restoratif dan jenis-jenis
tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan
keadilan restoratif.

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa mekanisme pendekatan restoratif
sebagai pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana
penganiayaan di kepolisian dilakukan pada tahap penyidikan dengan terlebih dahulu
penyidik kepolisian mempertimbangkan apakah suatu tindak pidana penganiayaan
memenuhi syarat materil yang ada dalam Perpol no 8 tahun 2021. Apabila suatu
tindak pidana penganiayaan memenuhi syarat materil barulah ditawarkan kepada para
pihak apakah ingin menyelesaikan perkara tindak pidana yang mereka hadapi melalui
jalur litigasi atau menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam tahap ini
pihak penyidik juga memberikan informasi terkait apa keunggulan penyelesaian
menggunakan pendekatan restoratif justice dari pada penyelesaian masalah melalui
jalur litigasi. Dan setelah itu apabila para pihak setuju untuk menggunakan
pendekatan keadilan restoratif, maka pihak penyidik akan meminta para pihak untuk
memenuhi syarat-syarat formil yang ada dalam Perpol no 8 tahun 2021, setelah
syarat-syarat formil tersebut terpenuhi maka pihak penyidik selanjutnya akan
menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SPPP dan diakhiri gelar
perkara khusus, yang menandai bahwa kasus tindak pidana yang diselesaikan
menggunakan pendekatan keadilan restoratif telah selesai.

Terkait kedudukan peraturan Polri dalam sistem perundang-undangan dan jenis
tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan
keadilan restoratif dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa Peraturan Polri
termasuk jenis peraturan perudang-undangan sesuai perluasan makna peraturan
perudang-undangan yang ada dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 UU no 12 tahun 2011, yang
mana untuk kedudukannya setara dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan
lembaga-lembaga lain seperti MA dengan PERMA dan Kejaksaan dengan PERJA.
Untuk tindak pidana penganiayaan yang seharusnya dapat diselesaikan menggunakan
pendekatan keadilan restoratif berdasarkan penelitian ini adalah tindak pidana
penganiayaan yang memenuhi syarat-syarat berdasarkan interpretasi sistematis antara
lain yaitu, semua tindak pidana penganiayaan biasa terkecuali yang mengakibatkan
kematian (Pasal 351 ayat 1 dan tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
dan tindak pidana penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat.

Kata Kunci: Tindak pidana penganiayaan, keadilan restoratif, Restorative Justice
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ABSTRAC

Issues that raised on this research is mechanism restoratif justice as approach that
used to solve criminal act of persecution, position Indonesian Police Regulation on
Indonesian rules sistem and Criminal act of persecution that can be resolve with
Restorative Justice approach.

From this research author gained result that mechanism restoratif justice as
approach that used to solve criminal act of persecution on Indonesian police is do on
investigation phase, for the first phase officer will consider that criminal act can be
solve or not with restoratif justice based on Indonesian Police Regulation number 8 of
2021. If criminal act of torture fulfill materiel condition on that regulation, officer
will offer to each side to solve the criminal act of persecution with restorative justice
approach of with litigation method. If each side agree, officer will ask to each side to
fulfill formal condition of Indonesian Police Regulation number 8 of 2021, and after
that officer will make letter about investigation has been stop and end with special
degree of matter, that give sign criminal act of persecution is solve with restorative
justice approach.

For the position Indonesian Police Regulation on Indonesian rules sistem, author
gained result that a Indonesian Police Regulation is one of a Rules as appropriate with
extended mean of rules that mention on Article 8 section 1 and 2 Law of Republic
Indonesia number 12 of 2011 concerning making Rules, and for the position, an
Indonesian Police Regulation equal with regulation that make by another organization
like Supreme Court and Judiciary. Criminal act of persecution that can be resolve with
restorative justice approach based on this research is criminal act of persecution that
fulfill condition based on systematic interpretations and the result of the systematic
interpretation gained some of criminal act persecution can be solve with restorative
justice approach is criminal act of persecution mention on article 351 paragraph a and
b, article 352, 353 KUHP, criminal act of persecution with plan, but not caused
serious injury.

Key Word: Criminal act of persecution, Restorative Justice, Criminal act resolve.

TESIS KEADILAN RESTORATIF... TAUPAN RIZA P.



IR — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL oottt ettt eae e v i
LEMBAR PENGESAHAN ...ttt eveeeaeans il
PANITIA PENGUIL....cooiiiiieeeeeeee ettt e eve e e eaneens v
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS ...t %
KATA PENGANTAR ..ottt vi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....cccoevieieiieieeeeeenee viil
DAFTAR BAGAN ..ottt ettt ettt b e easenaeeas e 1X
ABSTRAK ...ttt ettt et ettt ettt b e te b e aeeaeeaees X
ABSTRAC ...ttt ettt et ettt e taeeae e e eae et re b e eaeens xi
DAFTAR TSI ..ot e e et et ettt s eaaae s eaaee s xii
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar BelaKang ........ccc. woeoviieeiiie ettt et et s 1
1.2 Rumusan Masalah .........c...ooooiiiiiiiiii e e 5
1.3 TUjuan Penelitian ..........ccueeeeiiiiies covieieiiees e eetiee ettt te e ae e e ae s ere e e eenae e e 7
1.4 Manfaat Penelitian ...........ccoocuiiiiiiiiiii e ettt ettt 7
1.5 Kajian TEOTELIK ......c.eeeiuiiiiiie ettt ettt et vt eaeeae saeeeasae eeees 8
1.6 Metode Penelitian ..........cccccooioiiiis coiiiiis e ettt 22
1.7 Sistematika PenuliSan .............cccoooiiiiiiiiii oot e 26

BAB II MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN

RESTORATIF 27

2.1 Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ditingkat Penyidikan Di
K@POLISIAN. ...ttt sttt 27
2.1.1 Menggunakan Pendekatan Retributive JUStICe .......cccoevvirincniincncnincnnne 27
2.1.2 Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif............cccccevieviinieiennn. 34

2.2 Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Pendekatan
Keadilan Restoratif .........ccooviiiiiiiiiiiiiiecceeecceceeee e 49

2.2.1 Perkara No:
LP/B/118/111/2022/POLSEKGUBENG/POLRESTABESSURABAYA/P
OLDATJAWATIMUR ..ot 49

TESIS KEADILAN RESTORATIF... TAUPAN RIZA P.



IR — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 1IIIT KEDUDUKAN PERATURAN POLRI DALAM SISTEM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN JENIS-JENIS TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DAPAT DISELESAIKAN
MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF ... 58
3.1 Kedudukan Peraturan Polri dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan.......... 58

3.1.1 Peraturan Polri Sebagai Dasar Hukum Penggunaan keadilan restoratif di

K@POLISIAN. .....ecuiiiieiiecieeieeee ettt e e ae s 58

3.1.2 Kedudukan Peraturan Polri dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan Undang-Undang no 12 tahun 2011 .......ccccoccoininininincnenne. 64

3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dapat Diselesaikan Menggunakan
Pendekatan Keadilan Restoratif............cccooeiiiininininnccccc 72
3.2.1 Berdasarkan Peraturan Polri no 8 tahun 2021 ........cccocenininininiinen 72

3.2.2 Berdasarkan Interpretasi Sistematis antara Aturan-Aturan Hukum dalam

Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang Mengatur tentang Penggunaan

Pendekatan Keadilan ReStOratif.........coooveeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeae e &2
BAB IV PENUTUP 89
4.1 KeSTMPUIAN ....eouiiiieiecieieeesee ettt et be s e e s e saaenseeneenee 89
Q.2 SATAN ceeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt — e ————————————————————————————————————— 93
DAFTAR BACAAN 94

TESIS KEADILAN RESTORATIF... TAUPAN RIZA P.



